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MASALAH OTONOMI DAERAH:
Tinjauan terhadap Undang-Undang NO. 25 Tahun 1999 dalam

Menghadapi Pcrsaingan Ekonomi di Sumatera Utara

Mukdin M Turnip

Abstrak

Pemerintah daerah harus mampu membiayai tugas-tugas yang dialihkan
kapadanyamenurutUUNo.25Tahun1999.Disampingitu,perananparlemenlocal
sangatpentingkarenaiaharusmemberipeng?wasanyanglebihefektifterhadap
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Karena itu, pemberdayaan parlemen local
sangatlah penting.

Abstract

AccordingtoAct,25of1999districtgovemmenthavetobeabletofinancethe
taskthattransferredtohim.Besidethat,theroleofthelocalparlianentaryisvery
important.Itmustbegivemoreeffectivecontrollingaboutimplementationofdistrict
government. Therefore, empowering of local parliamentary is very important.

PENDAHULUAN
Pada    tahun     1999,    Indonesia

melahirkan dua undang-undang yang
dianggapdapatmemberikanpelaksanaan
otonomidaerah.Keduaundang-undang
tersebut adalah UU No 22 dan 25 Tahun
1999.UUNo22memberikanwewenang
kepada   pemerintah   daerah   untuk
mengurus  dirinya  sendiri  keouali  di
bidang politik luar negeri, pertahanan
kcamanan,peradilan,moneterdanfishal,
agama,   perencanaan   nasional   dan
pengendalian pembangunan nasional
secara   makro,   dana   perimbangan
keuangan,   sistem   administrasi   dan
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lembaga      perekonomian      negara,
pembinaan dan pemberdayaan Sumber
DayaManusia(SDI\rty,pendayagunaan
SDAsertateknologitingriyangstrateris,
konservasi  dan  standarisasi  nasional
(UU No 22, Pasal 7).  Di samping itu
Pemedntahpusatiugaakanmemberilea
pelimpahanwewenangbidangtcrtentu
kepada    Gubernur    sebagai    wakil
Pemerintah     @ekonsentrasi)     dan
penugasan Pemerintah kepada daerah
untuk  bidang-bidang  tertentu  yang
ditetapkan oleh pemerintah.

UUNo
perimbangank
UUinimengat
dari tanah dan
alan (SDA), D
Dana Alokasi I
ini      menjela
penerimaanp€
Dalanpasal3t
sumber   pend
pendapatan as
perimbangan,
lain penerima

Melenrfu
dikelurkanlal]
Pe-nyelenggar;
dan  bebas  da
nepotisme qu
dapat member
sanksi kepada I
bahwaperenc€
suatu  daerah
lcksanakan  se
kemakmuran

Peluang y
UU  yang  dis
ditangkap oleL
mempersiapk
memperoleh fl
dibandingkan
mempersiapk
persiapandaer
kan   ketiga   I
masyarakat di
betul makna c
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UU  No  25  taliun  1999  tentang
beriinbangankeuanganpusatdandaerah.
UuinimengaturpembaSanpendapatan
dari tanah dan bangunan, sumber daya
alan(SDA),Da-na,Alokasiumumdan
Dana Alokasi Khusus.  Bab in dari UU
ini      menjelaskan      sumber-sumber
penerimaanpelaksanaandesentralisasi.
Dalampasal3disebutkanbahwasumber
sumber   pendapatan   daerah   adalah
pendapatan asli daerah (PAD), Dana
perimbangan, Pinjaman Daerah, Lain-
lain penerimaan yang syah.

MelengkapikeduaUUdiatasmaka
dikeluarkanlah UU no 28 1999 tentang
Pe-nyelenggaraan Negara yang bersih
dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan
napotisme Q{KN).  UU ini diharapkan
dapat memberikan rambu-rambu dan
sanksikepadapelaksanape-merintahan
baliwaperencanaandanpembangunan
suatu  daerah  dan  negara  harus  di-
laksanakan  secara profesional  untuk
kemakmuran rakyat banyak.

Peluang yang telah diberikan oleh
UU  yang  disebutkan  di  atas  harus
ditangkap oleh daerah.  Daerah2 yang
mempersiapkan diri lebih baik akan
memperoleh manfaat yang lebih besar
dibandingkan   daerah   yang   kurang
mempersiapkan   diri.       Salah   satu

persiapandaerahadalahmensosialisasi-
kan   ketiga   UU   tersebut   sehingga
masyarakat daerah siap dan mengerti
betul makna dari ketiga UU itu.
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PERIMBANGAN REUANGAN
PUSAT DAN DAERAII (UU No
25 Talun 1999)

Di Undang-Undang No 25 tahun
1999 jelas disebutkan bahwa Sumber
keuanganDaerinadalahAPBD,Dana
Dekonsentrasi3    dan    Dana   Tugas
Pembantuan4.  Sumber APBD adalah
Pendapatan Asli Daerali q'AD)5, Dana
Perimbangan6,PinjamanDaerah7dan
Pendapatan  lain  yang  sah8.     Dana
Perimbangankeuanganpusatdandaerah
dapat dibagi ke dalam empat kelompok
besar,yakni(1)TanahdanBangunan,(2)
Sumber Daya Alan. SDA dibagi la-gi
masing-masing    ke    dalam    sektor
kehutanan, perikanan, pertambangan
umum  dan  per-tambangan  minyak,
Pertambangan  Gas  Alam  (3)  Dana
Alokasi Umum (DAU) dan (4) Dana
Alokasi   Khusus   (DAK).      Adapun
perimbangandarimasing-masingsektor
dapat  di  lihat  secara  lengkap  pada
lampiran 1.

Darikelompokdanaperimbangandi
atas   maka   hanya   ada   2   sumber
pendapatanyangberhubunganlangsung
denganpotensidaerahyaknitanahdan
bangunan   serta   SDA.      Sedangkan
kelompok 3 dan 4, masih ditentukan
oleh Pemerintah Pusat.   Dengan de-
mikian dapat dikatakan bahwa dengan
danaperimbanganinimakadaerahyang
kaya  akan  sumber  daya  alan  akan
langsung   secara  cepat   memperoleh



pendapatanyangtinggisedangkanuntuk
daerahyangkurangSDAnyamakadapat
dipastikanjugaakanber-kembanglebih
lambat.Karenanyadapatdidugabahwa
pada tahun tahun awal UU No 25 ini
diberlakukan    maka    akan    terjadi
ketimpanganpendapatanantardaerah.
Di   lil   pihak   jika   UU   No   25
diberlakuhan maka daerah daerah yang
kurang   SDAnya   akan   mengalami
kesulitan  dalam  melaksanakan  tugas
pembangunan yang sudah dibebankan
kepada daerah Oihat catatan kaki no 3).

Daerah di Sumatera Utara
Sumatera Utara dibagi ke dalam 18

Daerali Tingkat 11 (12 Kabupaten dan 6
Kotamadya).  Daerah  harus  mampu
menetapkantargettargetekonomiyang
akan dica-painya (walaupun ini tidak
boleh bertentangan dengan perencanaan
secara makro yang dibuat oleh pusat).
Indikator-indikator  makro  ekonomi
dapat juga dipakai sebagai pedo-man
untuk perencanaan ekonomi daerah.
Indikator    yang    dimaksud    adalah
Penerimaanpemda,Pengeluaranpemda,
Produk   Domestik   Regional   Bruto
a?DRB),PertumbuhanEkonomi,Inflasi,
Pengangguran , Distribusi Pendapatan ,
Indika.tor Kesehatan, misalnya angka
kematian bayi (J"/zg7zf 77!o7eddy ri¢£g) dan
angka harapan hidup serta Indikator
pendidika.n (tingkat buta aksara).

Untuk mencapai target ekonomi
tersebutmakasemuapotensiekonomi
daerah  terlebih  dahulu  diinventaris.
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SDA   apa  yang   dapat   dieksploitasi
(apakah  mampu  Penanaman  Modal
Dalan Negeri) ataukah harus bek€rja
sama dengan asing Q'enananan Modal
Asin3. Tak kalah pentingnya adalah
sumber daya  manusia  (SChtry  untuk
mengelola SDA tersebut,  Industri apa
yang dapat dikembangkan dan apakali
industritersebutmempunyalkeunggulan
komparatif  atau  tidak    Kerja  sama
dengan daerah lain perlu dibuat untuk
memperoleho#£p#fyangmaksimaldan
optimum.

Dengrnpemaparandiatasmakakita
mencobamelihatpoteusidaerahtingkat
HPTIDdiSumateraUtara(chususnya
mengenai  tanah  dan  bangunan  serta
SDA).Sektorperikananfrorikananlaut)
dimilikiolehDTHAsahan,Medan,Dell
Serdang,SibolgadanTanjungBalalOuga
masih ada 5 DT 11 lainnya, walaupun
tidak sebesar yang DT 11 disebutkan
terdahulu).Untuksektorpertanbangan
umum maka hanya DT 11 Nias yang
mempunyaipertambanganGolonganA
dan    itupun    hanya    1    perusahaan
sedangkan Tapanuli Selatan memiliki
pertanbangan golongan 8 sebanyak 8
bush,LabuhanBatu4,TapanuliUtara9
3 buah. Data kehutanan tidak tersedia
berdasarkanDTH,yangtersediahanya
data global untuk Sumut.10  (Sumatera
Utara dalan Angka, 1996).

Sumaterautarasebenarnyaadalali
daerahperkebunan,dengankomoditas

:E;paroar.yffigEoe¥5b;rackh:ndLegv9£;at;bfi
memberikan dana perimbangan dari

sektor perki
bumi  dan  1
perolehan ha
@PHTB). i
langsung m{
PBB yang C
Simalungun
Labuhan Ba
menikmati I

Meman(
masih  men
daerah  mel
membiayai I
persetujuan
diingat   jug
pinjamanha
pinjanianalra
kemampuar
mengembali

Sumber
perimbanga.
jundahnyam
pendapatan
(APBN), yal
tinckat prof
Penerimaan
kepadabobc
wilayah     a
mempunyal i
luas  wilayi
tingkat pen
samping itu
oleh potens
dengan   ind
potensi  SDI
Semunyab
oleb Pusat.
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ho bekerja
Bjaman Modal
Dgnya adalah
SDM)  untuk
hdustri apa

n dan apakah
rikeunggulan
Kerja  sama

dibuat untuk
mksimal dan

asnhakin
bed tingkat
aquususnya
igunan  serta
rfuanlaut)
Medan,Deli

ng Balai Ouga
a, walaupun
[ disebutkan
ertanbangan
I Nias yang
GolonganA
perusahaan

an memiliki
i sebanyak 8
anuli Utara9
dak tersedia
rsediahanya
0  (Sumatera
).

myaadalali
a komoditas

[dfegvg£;atfbfif
bangan dari

sektor perkel)unan, kecuali dari pajak

::=liehd=hkana=n=aho¥)biangui=a
finpg¥n%)inYmal;:rpoi:hdeg#±.i:;*
PBB yang diperolehnya.   Kabupaten

fgghu=E:t,uPTeiipas:#g:i,at#a£=
menikmati dana perimbangan ini.

MemangUUNo25Taliun1999ini
masih  memberi  kesempatan  kepada
daerah  melakukan  pinjaman  untuk

£:I:n:e;;;¥peem::ei:nganhbai::a:t.d:P:::raf
pinjanan hanrs dikembalikan.  Pemberi
pinjananahanmemperhirmdrtinckat
kem ampuan          daerah          untuk
mengembalikan pin-jaman tersebut.

Sumberkeuanganlaimyadaridana
perimbangan    adalah    DAU,    yang
jumlahnyami-nimun25%darianggaran
pendapatan    dan    belanja    nasional
(APBN), yang akan dibagi kan 2,5% ke
tingkat propinsi dan 22,5% ke DT 11.
Penerimaan  DT  11  akan  tergantung
kepadabobotdaerahyaknikebutuhan
wilayah     otonomi     daerah     yang
mempunyalindikatorjunlchpenduduk,
1uas  wilayah,  keadaan  geografi  dan
tingkat pendapatan  masyarakat.    Di
samping itu bobot daerah ditentukan
oleh potensi ekonomi daerah (FED)
dengan   indikator   potensi   industri,
potensi  SDA  dan  SDM  dan  PDRB.
Semuanyabobotdaerahiniditentukan
oleh Pusat.
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DanaAlokasiKhosus,sesuaidengan
nananya dipenmtulckan untuk DT H
ya.ng mempunyal ciri khusus seperti
Daerah Transmigrasi, pembangunan
jalan di kawasan ter-pencil, kebutuhan
saluranirigasiprimer,drainaseprimer,
reboisasi  dan  proyek  kemanu-siaan.
SetiappenerirmandariDAKmakaDT
H han]s menyediakan dana pendanping
yang     bersumber     dari     anggaran
pendapatandanbelanjadaerah(APBD).
Sedandrkhususuntukreboisasirmha
40% diterima oleh DT H dan 60% untuk
penghijauan secara nasional.

Untuk  memberikan  hasil  yang
optimal bagi masyarakat, maka Daerah
sangatmem-butuhhancZ¢f#4#jcsebagai
dasar perencanaan.  Hanya dengan data
yang    akurat    dapat    dibuat    suatu
perencanaan yang benar.  Jika Negara
mempunyai GBIThT maka Daerah juga
han]smembuntGarisBesarperencanaan
Pembangunan Daerah. Model GBIiN
dapat ditiru oleh Daerah.   Misalnya
Daerah harus membuat Visi dan Misi
Daerah secara jelas serta arah kebijakan
yang  akan  diambil  atau  ditempuh
Daerah.       @aerah   harus   mampu
mengoperasionalkanarahkebijakanyang
ditetapkan dalam GBHN).  Beberapa
contoh  dapat di§ebutkan  di  sini.  Di
GBHN, arah kebijakan bidang ckonomi
mencakup 28 butir.  Tiga butir yang
pertanajelasmenyebutkanbahwasisten
ekonomikerdyatandenganmckanisme
pasarpersainganadalaharahkebijakan
ekonomi Indonesia.   Lebih tegas  di-
sebutkanbahwapemerintahahanterus



mengoreksi ketidcksempurnaan pasar
atau men.g-hilangkan hambatan yang
mengganggumekanismepasar.Butirke
emm menyebutkan pemerintah akan
mengelola kebi).akan makro dan mikro
ekonomisecaraterkoordinasise-hingga
pemberian izin usaha dapat diperlancar
dan diberikan secara tranaparan, mudah,
murah dan cepat sehingga kebutuhan
pokokmasyarahatterutanaperumahan
dan pa.ngan serta fasilitas publik dapat
terpenuhi.Butirkesebelasmenyebuthan
pemberdayaan     pe-ngusaba     kecil,
menengah  dan  koperasi  yang  lebih
efisien, produktif dan berdaya saing.

Daerah     juga     harus     mampu
mengawasijalannyapembangLmanyang
dikelola   oleh   ek-sekutif.    Hal   ini
menuntut    bahwa   parlemen   lokal
(DPRD) harus mempunyai beberapa
prasyaratsaper[ipengetahuanminimum
yang dibutuhkan (ekonomi, hukum,
sosial, bu-daya) serta integritas moral
yang tidak dapat diragukan.   Sebagai
suatu     contoh    dapat    disc-butkan
bagaimana    parlemen    lokal    dapat
mengawasieksekutifjikamerekasendiri
tidalcmanpumenganalisisAPBDyang
dibuat oleh eksekutif.

RESIMPULAN
Kon§ekuensi dari UU No 22 dan

No25Tahun1999sangatbesarterhadap
perkembangan daerah.   Daerah yang
mempunyaiSDAyangkayaakancapat
sekaliberkelnbangdansebaliknyaderah
yang    miskin    SDA    akan    lambat
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berkembangbahhanharenatidakmampu
untuk membiayai dirinya sendiri maka
daerah tersebut bisa saja ditutup atau
digabungkan dengan daerah lain yang
berbatasan dengannya.

Sumatera Utara yang mempunyal
potensibesardibidangperkebunantidak
dapatmerasakansecaralangsungakibat
dari UU No 25 Taliun 1999.  Tetapi hal
initidakperluterlaludipersoalkankarena
Sumut masih mendapat baedan langsung
dari PBB.

Dengan UU No 25 ini maka tugas
yang sudah dialihkan kepada Daerah
(UU No 22 tahun 1999) harus manpu
dibiayai oleh Daerah.
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Catatan :

2 Daeral din
Kita masyar
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6 Diatur dala
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9 Data untuk
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10DT11yan€
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Catatan :
2 Daerah dimaksudkan di sini adalah Mdyarakat daerah Pemerimah dan rakyat).
Kita masyarakat Kampus juga ikut serta mempersiapkan diri sehingga dapat
memberikan pemikiran untuk perkembangan di Daerah kita berada.  Di UU No 22
Tahunl999,jelas-jelasdisebutkanbahwabidangpu,Kesehatan,Pendidikan,hdustri
dan Penananan Modal, Lingkungan Hidup, Koperasi dan Tenaga Keria menjadi
tanggung jawab Daerah.
3PenerimaanDaerahdariPemerintahPusatuntukmembiayaipengelunrankarena
pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.  Dana ini tidak
termasuk komponen APBD
4 Dana yang diterima oleh Daerah dalam ranedca pembiayaan tugas pelaksanaan
pembantuan oleh Pemerintah Pusat.
5DiaturolehDaerahberdasarkanperda,risalnyapajckDaerah,RetribusiDaerali,
Pos Bagian Laba Badan Usalia Milik Daerah.
6 Diatur dalam Pasal 6-8 UU No 25 Tahun 1999
7 Diatur dalam Pasal  11-15 UU No 25 tahun  1999.   Khusus untuk masalah
transparansi pemerintah dalam melakukan pinjaman diatur dalam Pasal 12.
8 Tidck disebutkan secara spesifik di dalam UU No 25 Tahun 1999
9 Data untuk Kabupaten Toba Samosir belum tersedia, untuk tulisan ini Taput
mencakup Tobasa
10DT11yangmempunyaihutanlangsungmendapat32%daripenerimaanSumber
Daya Hutan.
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